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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang berada di 

Asia Tenggara. Pemerintah Indonesia saat ini sedang mengusahakan 

pembangunan sarana dan prasarana secara merata ke seluruh bidang agar 

masyarakat di seluruh Indonesia sejahtera. Untuk mewujudkannya 

dibutuhkan sumber penghasilan negara agar pembangunan ini merata 

keseluruh bidang. Salah satu sumber penghasilan negara adalah berasal 

dari pembayaran pajak oleh warga Indonesia.   

Pajak sendiri merupakan sumber penghasilan negara yang berasal 

dari warga negara Indonesia yang dipungut oleh pemerintah secara rutin 

yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Warga negara yang 

membayar pajak sering disebut sebagai wajib pajak. Pajak yang di pungut 

oleh pemerintah akan kembali kepada masyarakat juga, karena 

pembayaran pajak ini akan digunakan untuk membangun sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan masyarakat seperti jalan raya, sarana 

pendidikan, sarana kesehatan, dll. Untuk kesejahteraan semua masyarakat 

maka pemerintah sering menghimbau warga negara Indonesia untuk 

membayar pajak secara tertib.  

Pemerintah mempunyai sebuah lembaga yang bertugas untuk 

menangani perpajakan di Indonesia dan mengontrol pajak yang telah 

dibayarkan oleh masyarakat, lembaga tersebut bernama Direktorat 
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Jenderal Pajak yang berpusat di kota Jakarta. Lembaga ini di buat agar 

masyarakat melakukan kewajiban membayar pajak dengan tertib. 

Direktorat Jenderal Pajak memiliki kantor wilayah yang tersebar diseluruh 

provinsi di Indonesia, hal ini untuk mempermudah mengontrol pendapatan 

pajak dari wilayah yang terdekat berdasarkan provinsi.  

Beberapa tahun belakangan ini terjadi kasus korupsi yang 

melibatkan pegawai dari Direktorat Jenderal Pajak. Korupsi tersebut 

dilakukan oleh pegawai yang bernama Gayus Tambunan yang diduga pada 

saat itu menggelapkan uang pajak sebesar Rp 25 miliar. Pada tahun 2010 

Gayus Tambunan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak penyidik 

dari Mabes Polri. Kasus korupsi ini membuat Direktorat Jenderal Pajak 

mengalami sebuah krisis. Semua masyarakat menganggap kalau semua 

pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu adalah Gayus Tambunan. Setelah 

kasus ini muncul ke permukaan semua media mulai dari media elektronik 

dan media televisi memberitakan kasus ini. Pemberitaan yang secara terus-

terusan ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap 

Direktorat Jenderal Pajak dan mereka menganggap bahwa uang pajak 

yang telah mereka bayarkan hanya sia-sia. Ini hanya akan membuat citra 

Direktorat Jenderal Pajak menjadi hancur lebur.  

Peneliti mengatakan citra DJP hancur berdasarkan dari 

pemberitaan yang di tulis oleh Eri Sudarjat di news.detik.com. Dalam 

pemberitaannya ini Eri menuliskan bahwa  

“Lantaran serentetan penangkapan tehadap pegawai Direktorat 

Jenderal Pajak seperti Gayus Tambunan, Dhana Widyatmika, dan 
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yang terbaru adalah Anggrah Suryo yang pada tanggal 13 Juli 

2012 ditangkap tatkala menerima suap. Anggra Suryo sendiri 

merupakan Kepala Kantor Pajak Pratama di Bogor. Ini membuat 

citra pajak hancur lebur sebagai pelayanan masyarakat. Motto 

Direktorat Jenderal Pajak „Pajak menyatukan hati, membangun 

negeri‟, terdengar seperti bualan belaka. Media massa ramai-

ramai menbahas kembali istilah „Mafia Pajak‟. Dengan belasan 

pegawai pajak yang ditangkap, kita harus yakin dari 32.000 

seluruh pegawai pajak tidak semuanya jahat dan terkait dengan 

mafia pajak. Kita harus meyakini bahwa masih cukup banyak 

pegawai yang Direktorat Jenderal Pajak yang benar dan lurus 

serta tidak melanggar etika. Kalau pegawai Direktorat Jenderal 

Pajak lebih banyak yang tidak beres ketimbang beres tentu 

penerimaan pajak Negara kita pasti akan loyo. Padahal 

penerimaan pajak kita tetap tergolong tinggi”. 

(news.detik.com, 2012) 

 

 Peneliti mengatakan ini sebuah krisis dikarenakan begitu kasus 

korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan mulai terkuak dan menjadi 

pembicaraan oleh semua masyarakat, maka masyarakat mulai resah 

dengan pajak yang telah mereka bayarkan. Keresahan yang dialami oleh 

masyarakat ini kemudian menimbulkan beberapa gerakan boikot pajak 

yang dilakukan oleh beberapa orang. Setidaknya ada dua grup di facebook 

yang membuat gerakan boikot pajak yang pertama “Gerakan Anti Bayar 

Pajak” dan grup yang kedua “Gerakan 1.000.000 Facebookers Dukung 

BOIKOT PAJAK UNTUK KEADILAN”. Mayoritas grup ini menggugat 

dugaan penyelewengan pajak oleh seorang aparat pajak itu sendiri 

(Kompas. 2010:17). Beberapa diantaranya mereka mengemukakan 

kekecewaannya yang telah membayar pajak dan merasa ragu pajaknya 

disetorkan ke negara Gerakan boikot pajak ini bila tidak di antisipasi 

dengan baik ditakutkan nanti gerakan boikot pajak ini akan membuat 

masyarakat terprovokasi lebih lanjut dan tidak akan membayar pajak lagi. 
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Jika hal ini terjadi ditakutkan akan terancamnya pendapatan negara yang 

sebagian besar diperoleh dari sektor pajak. 

Di perkembangan zaman yang semakin maju ini hampir semua 

lembaga, instansi, organisasi, perusahaan, industri, atau pun bidang 

lainnya akan membutuhkan publiknya. Publik merupakan komponen 

pokok dalam proses perjalanan sebuah organisasi atau perusahaan 

tersebut. Antara lembaga dan publiknya diharapkan adanya hubungan 

timbal balik yang berjalan berkesinambungan, hal ini dilakukan agar 

memperoleh respon yang positif dari publiknya. Namun dalam 

perjalanannya tidak semua lembaga atau instansi memperoleh respon yang 

positif dari publiknya. Ada kalanya lembaga atau instansi memperoleh 

respon yang negatif dari publiknya, respon yang negatif ini akan membuat 

akan merugikan dan mengancam keberlangsungan lembaga tersebut 

dimata publiknya.   

Seperti yang terjadi dalam kantor pajak belakangan ini, karena 

kasus korupsi yang dilakukan pegawai pajak sendiri. Adanya kasus ini 

menyebabkan kantor pajak memperoleh respon yang negatif dari 

publiknya. Kasus ini menyebabkan masyarakat mengalami kehilangan 

kepercayaan terhadap kantor pajak. Oleh karena itu setiap lembaga atau 

intansi memerlukan seseorang yang bertugas mengelola komunikasi 

perusahaan dengan publiknya. Seseorang yang bertugas untuk 

mengkomunikasikan dan menjembatani antara lembaga dan publiknya 
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yaitu seorang public relations atau yang biasa dikenal dengan istilah 

humas.  

Public relations atau humas merupakan sebuah bidang yang 

bertugas untuk menjembatani dan menyalurkan komunikasi antara 

perusahaan kepada publiknya. Seseorang yang bekerja dalam bidang 

public relations atau humas harus memiliki kemampuan yang baik dalam 

hal komunikasi. Humas sebagai salah satu bagian dalam organisasi yang 

kegiatannya berorientasi kepada publik dengan menjalin komunikasi, baik 

komunikasi internal maupun komunikasi eksternal sehingga komunikasi 

yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Antara lembaga atau 

instansi dengan publiknya harus menjalin komunikasi dengan baik agar 

tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan demikian humas merupakan sebuah 

bidang yang mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, tidak hanya 

melakukan hubungan dengan pihak internal maupun pihak eksternal, tetapi 

juga membuat kegiatan yang berguna untuk membangun relasi dengan 

pers.  

Krisis merupakan sebuah masalah yang datang seperti petir yang 

datang secara tiba-tiba. Bagi lembaga atau instansi setiap mendengar kata 

krisis pasti akan merasa ketakutan, hal ini karena krisis bagi sebuah 

lembaga atau instansi dianggap sebagai virus yang akan menjalar ke 

bagian tubuh perusahaan secara perlahan-lahan. Pada saat terjadi krisis 

lembaga atau instansi harus mempekerjakan seorang public relations atau 

humas. Saat terjadi krisis lembaga atau instansi harus tetap menjalin 
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komunikasi antara lembaga dengan publiknya. Dengan keterampilan 

komunikasi yang baik yang dimiliki oleh humas dapat membuat krisis 

dapat terkendali dengan baik. Komunikasi yang dilakukan disaat krisis 

akan membuat berkurangnya kesalahpahaman antara lembaga dengan 

publiknya.   

Setelah ada kasus ini banyak orang yang mencibir terhadap 

Direktorat Jenderal Pajak, banyak orang menjelek-jekekan Direktorat 

Jenderal Pajak. Salah satu penelitian yang meneliti tentang persepsi 

masyarakat terhadap terhadap Dirjen Pajak adalah Febritha Hergiana 

mahasiswi Fisip UPN Veteran Jawa Timur. Penelitian ini berjudul Sikap 

Masyarakat Surabaya Terhadap Makelar Kasus Pajak Pasca Pemberitaan 

Gayus Tambunan Di Surat Kabar Jawa Pos (Studi Deskriptif Kuantitatif 

Sikap Masyarakat Terhadap Makelar Kasus Pajak Pasca Pemberitaan 

Gayus Tambunan Di Surat Kabar Jawa Pos). Dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa responden cenderung mempunyai sikap positif yang 

berarti masyarakat menolak adanya markus pajak, dan berharap aparat 

kepolisian segera menuntaskan kasus tersebut dan menangkap para markus 

pajak agar tidak menimbulkan keresahan dimasyarakat. 

Penelitian ini memiliki arti bahwa masyarakat pun menginginkan 

masalah yang disebabkan oleh Gayus Tambunan ini cepat selesai dan 

nama baik Direktorat Jenderal Pajak pun kembali baik.  

http://www.upnjatim.ac.id/%20--%20http:/eprints.upnjatim.ac.id/873/
http://www.upnjatim.ac.id/%20--%20http:/eprints.upnjatim.ac.id/873/
http://www.upnjatim.ac.id/%20--%20http:/eprints.upnjatim.ac.id/873/
http://www.upnjatim.ac.id/%20--%20http:/eprints.upnjatim.ac.id/873/
http://www.upnjatim.ac.id/%20--%20http:/eprints.upnjatim.ac.id/873/
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Lembaga/instansi membutuhkan seorang public relations atau yang 

dikenal dengan istilah humas, yang akan memiliki peran untuk 

mengkomunikasikan segala hal dari lembaga kepada publiknya.  

Setelah mengetahui konsep mengenai PR/humas, lembaga semakin 

peduli dan sensitif untuk menghadapi publik-publiknya yang sudah 

semakin kritis. Maka dari itu lembaga mulai menempatkan pekerjaan 

public relations atau kehumasan dalam sebuah lembaga. Karena lembaga 

sudah memahami betul peran PR/humas untuk membantu 

mengkomunikasikan informasi dari lembaga untuk publik serta 

menbangun citra yang akan menguntungkan bagi lembaga. 

Perwakilan Direktorat Jenderal Pajak di kota Surakarta yaitu 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, juga memiliki 

divisi humas, istilah yang digunakan Kanwil adalah bidang P2 Humas. 

Bidang P2 Humas yang memiliki wewenang untuk menangani segala 

bentuk kegiatan yang akan dilakukan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak 

Jawa Tengah II. Bidang P2 Humas ini menyadari betul akan pentingnya 

fungsi humas di lembaga ini. P2 Humas berperan dan memiliki tugas 

untuk merancang dan melaksanakan segala kegiatan yang berhubungan 

dengan kehumasan atau public relations.  

Saat terjadi kasus korupsi yang dilakukan Gayus Tambunan, 

humas di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II ini memiliki 

kesibukan yaitu harus menerima begitu banyak telepon yang masuk. 

Telepon yang masuk berasal dari wajib pajak yang ingin mengetahui 
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bagaimana nasib pajak yang telah mereka bayarkan. Wajib pajak takut 

kalau pajak yang telah mereka bayarkan ikut di korupsi oleh gayus 

Tambunan. Banyak telepon yang masuk ini membuat humas Kanwil 

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II bekerja keras untuk memberikan 

penjelasan kepada wajib pajak. Di saat seperti inilah bagian P2 humas 

menaruh perhatian dan memiliki peran untuk melakukan membantu 

menyelesaikan krisis yang ini, agar wajib pajak yang berada di Surakarta 

dan sekitarnya tenang mengenai pajak yang mereka bayarkan. 

Kehadiran  public relations atau humas dalam sebuah instansi atau 

organisasi dapat membantu menciptakan kondisi instansi yang tadinya 

mengalami sebuah krisis, mendapatkan cemooh dari masyarakat, 

hilangnya kepercayaan dari masyarakat karena krisis yang terjadi, menjadi 

seperti sedia kala saat kasus belum muncul. Public relations memiliki 

peranan penting dalam menangani masa krisis dalam sebuah instansi, 

public relations dituntut harus memiliki sebuah strategi dalam menangani 

krisis.  

Saat terjadi sebuah krisis biasanya public relations memiliki fokus 

utama yaitu kepada dimensi eksternal dalam komunikasi krisis. Mereka 

selalu mengaplikasikan strategi untuk merespon krisis saat berkomunikasi 

dengan stakeholder eksternal untuk melindungi atau mengembalikan 

image atau reputasi yang telah terancam atau rusak oleh krisis. Sekarang 

public relations harus juga mulai fokus dalam dimensi internal dalam 

komunikasi krisis, dimensi internal ini sudah jelas merupakan sebuah area 
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yang juga akan menderita oleh krisis. Komunikasi krisis internal harus 

dimulai dengan pembelajaran yang rinci tentang hubungan diantara 

organisasi dan stakeholder internal (dalam hal ini karyawan) dalam rangka 

untuk menemukan bagaimana karakteristik yang baik untuk 

berkomunikasi (Frandsen dan Winni Johansen, 2011: 2-3). 

Strategi yang digunakan oleh public relations terdiri dari (1) 

strategi pencegahan, (2) strategi persiapan, dan (3) strategi 

penanggulangan (Soemirat dan Ardianto, 2010:184). Public relations 

dalam menangani sebuah krisis harus memperhatikan seberapa besar atau 

kecilnya krisis yang sedang melanda instansi, hal ini dilakukan agar 

penanganan krisisnya tepat pada sasaran. Public relations harus pintar 

dalam melihat situasi yang berada di luar maupun di dalam instansi, agar 

memiliki pencegahan krisis sedini mungkin. Ini disebabkan karena krisis 

bisa terjadi pada siapa pun dan kapan pun, oleh karena itu instansi harus 

memiliki tim krisis yang handal untuk menangani krisis.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 

Pajak Jawa Tengah II. Kasus korupsi Gayus Tambunan merupakan berita 

yang cukup mendapatkan perhatian masyarakat nasional, sehingga peneliti 

tertarik melakukan penelitian di salah satu Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak yang berada di Jawa Tengah II tepatnya di kota Surakarta. 

Peneliti ingin mengetahui bagaimana manajemen krisis yang dilakukan 
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oleh humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dalam upaya 

mengembalikan kepercayaan masyarakat tahun 2010. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana manajemen 

krisis yang dilakukan oleh humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa 

Tengah II dalam upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat tahun 

2010? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

manajemen krisis yang dilakukan Kanwil DJP Jateng II dalam upaya 

mengembalikan kepercayaan masyarakat tahun 2010. 

 

D. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Akademis 

Menambah dan melengkapi penelitian dalam bidang komunikasi, 

terutama pada kajian tentang manajemen krisis.  

b. Manfaat Praktis 

Memberi masukan mengenai manajemen krisis yang digunakan humas 

Kanwil DJP Jateng II dalam upaya mengembalikan kepercayaan 

masyarakat tahun 2010. 
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E. Signifikansi Akademis 

 Peneliti 1 Peneliti 2 Peneliti 3 

Nama 

Peneliti 

Novie Amelia 

Jurusan Ilmu 

Komunikasi Fakultas 

Ilmu komunikasi 

Universitas Kristen 

Petra Surabaya 

Finn Frandsen and 

Winni Johansen 

Department of 

Business 

Communication, 

Aarhus University, 

Aarhus, Denmark. 

Dyah Fiska 

Indrawati 

L100090049 

Universitas 

Muhammadiyah 

Surakarta 

Judul  Manajemen krisis 

(studi kasus 

pengelolaan krisis 

oleh public relations 

PT Telkom Devisi 

Regional II Jakarta 

Dalam Kasus Telkom 

Speedy Tahun 2004). 

The study of internal 

crisis 

communication: 

towards an 

integrative 

framework. 

Manajemen Krisis 

P2 Humas (Analisis 

Deskriptif Kualitatif 

Manajemen Krisis 

P2 Humas Kanwil 

Direktorat Jenedral 

Pajak Jawa Tengah 

II Tahun 2009). 

Tujuan  Mengetahui 

pengelolaan krisis 

yang digunakan oleh 

public relations PT 

Telkom khususnya 

Divisi Regional II 

Jakarta dalam 

menangani kasus 

Telkom Speedy tahun 

2004. 

Untuk mengatur 

kerangka integratif 

dalam pembelajaran 

komunikasi krisis 

internal dalam 

organisasi secara 

pribadi maupun 

umum. 

Mengetahui 

manajemen krisis 

yang dilakukan 

Kanwil DJP Jateng 

II dalam upaya 

mengembalikan 

kepercayaan 

masyarakat tahun 

2010. 

Hasil 

Peneliti

an  

Konsep krisis Divre 

II berbeda dengan 

konsep krisis yang 

dikemukakan Shirley 

Harrison (2000), 

perbedaan terlihat 

dari definisi krisis. 

Divre II melihat 

semua masalah 

sebagai krisis, yang 

tidak hanya bersifat 

merusak melainkan 

juga dapat membawa 

kebaikan. Krisis 

menurut Shirley 

Harrison bisa berupa 

bencana alam yang 

bersifat merusak. 

Komunikasi krisis 

dikembangkan 

berdasarkan dua 

asumsi. Pertama, 

harus dimulai dengan 

pembelajaran tentang 

hubungan diantara 

organisasi dan 

stakeholder internal. 

Kedua, komunikasi 

krisis internal dapat 

menjadi yang terbaik 

dalam menerapkan 

sistematika sebuah 

langkah pendekatan 

sebagai metode 

heuristik. 

Dalam melakukan 

manajemen krisis 

humas menggunakan 

lima langkah yaitu 

identifikasi krisis, 

analisis krisis, isolasi 

krisis, pilihan 

strategi, dan 

program 

pengendalian. 
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Penelitian mengenai manajemen krisis sebelumnya sudah pernah 

dilakukan penelitian oleh Novie Amelia dengan judul Manajemen Krisis (Studi 

Kasus Pengelolaan Krisis Oleh Public Relations PT Telkom Divisi Regional II 

Jakarta Dalam Kasus Telkom Speedy Tahun 2004), Fakultas Ilmu 

Komunikasi, Universitas Kristen Petra Surabaya. Penelitian yang kedua dilakukan 

oleh Finn Frandsen and Winni Johansen dengan judul penelitian The Study Of 

Internal Crisis Communication: Towards An Integrative Framework. 

Department of Bussiness Communications, Aarhus University, Aarhus, Denmark. 

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dengan kedua 

penelitian diatas, perbedaannya terletak pada sisi konseptualnya. Penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti memiliki konsep yang lebih luas karena peneliti 

menggunakan konsep mengenai pajak dimana pajak memiliki konsep yang luas 

karena semua orang wajib membayar pajak, sedangkan Novie menggunakan 

konsep Telkom Speedy yang memiliki konsep tidak terlalu luas karena semua 

orang belum tentu menggunakan Telkom Speedy. Penelitian yang dilakukan oleh 

Finn frandsen dan Winni Johansen memiliki konsep bahwa komunikasi krisis 

dikembangkan berdasarkan dua asumsi, pertama pembelajaran tentang hubungan 

antara organisasi dan stakeholder internal. Kedua komunikasi internal dapat 

menjadi yang terbaik dalam menerapkan sistematika.  
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F. Tinjauan Pustaka 

1. Teori Komunikasi 

Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu melakukan komunikasi 

dengan orang yang berada disekitar kita karena kita merupakan 

makhluk sosial. Di saat melakukan komunikasi kita membutuhkan 

orang lain, dengan berkomunikasi kita bisa belajar mengenai kehidupan 

dari setiap pengalaman yang diceritakan oleh orang lain.  

Istilah komunikasi sendiri dalam bahasa Inggris communication 

yang berasal dari bahasa latin communicatio, dan bersumber dari kata 

communis yang memiliki arti sama. Dalam hal ini sama memiliki arti 

sama makna. Sehingga jika ada dua orang yang terlibat dalam sebuah 

percakapan maka komunikasi akan terjalin selama ada kesamaan makna 

mengenai hal yang diperbincangkan. 

Menurut Hovland dalam Effendy ilmu komunikasi adalah upaya 

yang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian 

informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. Dalam definisi ini 

Hovland menunjukkan yang dijadikan objek studi ilmu komunikasi 

tidak hanya penyampaian informasi, melainkan juga ada pembentukan 

pendapat umum dan sikap publik yang di dalam kehidupan sosial 

maupun politik memiliki peranan yang penting. Secara khusus Hovland 

mendefinisikan komunikasi sebagai proses mengubah perilaku orang 

lain (communication is the process to modify the behavior of other 

individuals) (Effendy, 2001:10).  
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Menurut Schramm dalam Morissan, dia mengungkapkan bahwa 

komunikasi membutuhkan proses komunikasi dua arah (two-way-

process) dimana pengirim dan penerima pesan berkomunikasi dalam 

konteks kerangka acuan (frame of reference), hubungan dan situasi 

sosial mereka masing-masing (Morissan, 2008:43). 

Dalam perusahaan atau organisasi pun komunikasi sangat 

penting dilakukan. perusahaan juga membutuhkan komunikasi yang 

baik antara atasan dan bawahan, antara karyawan, dan antara 

perusahaan yang lain, dan dengan masyarakat umum. Komunikasi yang 

baik dalam perusahaan akan memberikan dampak yang baik bagi 

perusahaan. Karyawan akan mengeluarkan ide-ide yang baru yang akan 

membuat produktifitas perusahaan meningkat. Oleh karena itu 

perusahaan harus menggunakan sebuah strategi komunikasi yang 

koheren karena itu sangat penting. kerangka kerja strategi komunikasi 

perusahaan dapat digambarkan sebagai berikut:         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Gambar 1 

                 Kerangka Kerja Strategi Komunikasi Perusahaan 

Komunikasi melalui 

pesan-pesan…. 

Perusahaan …. 

Yang lalu merespon 

ke …. 

Ke 

konstituennya…. 



15 

 

Sumber: Paul Argenti, Komunikasi Korporat (Jakarta,Salemba Humanika) 

hal 32 

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa strategi komunikasi 

dalam perusahaan memiliki 3 komponen, antara lain: (1) Perusahaan 

sebagai pusat komunikasi atau dengan kata lain adalah sebagai 

pembicara, (2) Konstituen yang merupakan pendengar atau objek dari 

pembicaraan, dan (3) Pesan yang merupakan kata-kata yang ingin 

disampaikan oleh perusahaan ke konstituennya.  

Untuk menyampaikan pesan kepada konstituennya perusahaan 

harus memilih saluran komunikasi yang terbaik. Saluran-saluran 

tersebut antara lain lisan, tulisan, email, fax, internet, blog, situs jejaring 

sosial, dll. Hal ini membuktikan bahwa saluran komunikasi memiliki 

variasi untuk menyampaikan pesan. Walaupun saluran menyampaikan 

pesan memiliki banyak variasi, pembuatan pesan harus dibuat secara 

hati-hati agar pesan yang dibuat bisa menyasar ke konstituen yang 

tepat.  

Dalam hal ini setiap komponen berdasarkan gambar diatas 

memiliki hubungan antara komponen yang satu dengan komponen yang 

lainnya. Komponen yang berhubungan ini menggambarkan bahwa 

proses komunikasi dalam bentuk apapun di sebuah perusahaan itu 

merupakan proses yang berjalan terus.  
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2. Teori Kendali Organisasi 

Setiap perusahaan pasti memiliki kendali dalam menjalankan 

operasional perusahaan. Kendali ini digunakan agar perusahaan berjalan 

sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kendali yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan akan membuat semua orang dalam 

perusahaan mulai dari atasan hingga karyawan, bahkan bawahan akan 

disiplin dan menaati semua peraturan. Kendali didasari oleh kekuasaan, 

karena kekuasaan selalu ada dalam organisasi dan tidak dapat dihindari. 

Phillip Tomkins, George Chenery, dan rekan-rekan telah 

mengembangkan sebuah pendekatan yang baru dan bermanfaat bagi 

komunikasi organisasi. Para ahli tertarik dengan cara komunikasi biasa 

yang membentuk kendali atas pegawai. Salah satu bentuk kendalinya 

yaitu kendali konsertif (concertive control).  

Kendali konsertif (concertive control) merupakan penggunaan 

hubungan interpersonal dan kerja sama tim sebagai sebuah cara untuk 

pengendalian. Kendali konsertif bisa dibilang sebagai “disiplin” yang 

mempertahankankan susunan dan konsistensi melalui kekuasaan. 

Disiplin ini dihasilkan secara kolaboratif, dimana semua anggota 

organisasi bekerjasama untuk membuat kegaiatan-kegaiatan normal 

yang akan membuat suatu standar sebuah disiplin. 

Jika perusahaan mengalami krisis pun bentuk kendali tetap harus 

dilakukan oleh perusahaan. Kendali yang dibuat di masa krisis 

digunakan untuk menyelesaikan krisis tersebut. Sama halnya dengan 
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krisis yang dialami Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II 

dikarenakan kasus korupsi oleh Gayus Tambunan. Kasus ini membuat 

banyak wajib pajak menelpon ke Kanwil dan menanyakan mengenai 

pajak yang telah mereka bayarkan. Dengan banyak complaint yang 

masuk ke Kanwil ini membuat humas Kanwil harus bekerja lebih ekstra 

keras untuk menjelaskan permasalahan yang sebetulnya.  

Dengan adanya kasus ini semua orang yang berada bidang 

pelayanan, penyuluhan, dan humas (P2 Humas), bekerja sama untuk 

membuat manajemen krisis yang baik agar perusahaan memiliki 

perencanaan penyelesaian krisis yang teratur. Setiap perencanaan krisis 

yang akan dibuat pasti setiap orang yang berada dibidang P2 humas 

mengadakan rapat untuk membahas kesemuanya itu. Rapat seperti ini 

pun bisa dibilang sebagai sebuah kendali organisasi, rapat ini selalu 

dilakukan setiap pagi sebelum aktivitas kerja dimulai karena melalui 

rapat ini perusahaan bisa mengevaluasi bagaimana kinerja para 

karyawan.  

 

3. Teori Manajemen (Management Theory) 

Teori manajemen mengacu pada sejumlah teori yang membantu 

menjelaskan mengenai konsep, tujuan, dan proses manajemen dalam 

organisasi. Heath dalam Ardianto mengatakan pengembangan 

sistematik pemikiran manajemen secara umum diterima sebelum abad 

ke-19, ketika perusahaan industri besar dalam kondisi darurat 
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membutuhkan struktur dan proses manajemen yang lebih efektif. 

Perbedaan antara manajemen operasional dan manajemen strategi 

memiliki implikasi penting bagi peran public relations dalam organisasi 

(Ardianto, 2011:116). 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jika terjadi krisis 

di dalam tubuh sebuah organisasi, public relations harus di tugaskan 

dengan baik oleh organisasi. Saat terjadi krisis public relations harus 

membuat manajemen krisis dan strategi yang baik untuk menghadapi 

krisis. Manajemen yang baik dari public relations akan membuat 

penyelesaian krisis pun dapat terselesaikan dengan baik.  

 

4. Teori Manajemen Hubungan (Relationship Management Theory) 

Teori manajemen hubungan mengacu pada proses hubungan 

manajemen antara organisasi dengan publik internal dan publik 

eksternal. Ledingham dalam Ardianto mendefinisikan organisasi dan 

hubungan publik sebagai pernyataan keberadaan antara organisasi dan 

publik-publik kunci, yang mana tindakan salah satunya dapat 

mempengaruhi ekonomi, sosial, budaya, atau politik pada orang lain 

(Ardianto, 2011:119). 

Sebagai fondasi bagi praktik public relations, manajemen 

hubungan memiliki empat kunci pengembangan: (a) mencerminkan 

peranan sentral hubungan dalam PR; (b) mengkonsep ulang PR sebagai 

sebuah manajemen; (c) mengidentifikasi komponen-komponen dan 
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bentuk-bentuk organisasi hubungan publik, mencakup sikap, persepsi, 

pengetahuan, dan perilaku publik, serta strategi pengukuran hubungan; 

(d) mengkonstruksi model-model organisasi hubungan publik.   

Heath dalam Ardianto mengatakan bahwa dalam pengelolaan 

organisasi hubungan publik (managing organization-public 

relationship) PR memiliki prinsip-prinsip: (a) fokus inti PR adalah 

relationship; (b) keberhasilan hubungan melibatkan kedua belah pihak, 

organisasi, dan interaksi publik; (c) organisasi hubungan publik bersifat 

dinamis; (d) hubungan didorong oleh kebutuhan dan keinginan 

organisasi serta publik; (e) manajemen organisasi hubungan publik 

berfungsi untuk meningkatkan pemahaman dan manfaat bagi organisasi 

dan publiknya; (f) keberhasilan organisasi hubungan publik diukur oleh 

kualitas hubungan daripada produksi pesan dan penyebaran pesan; (g) 

komunikasi adalah alat strategi dalam mengelola hubungan; (h) 

organisasi hubungan publik dipengaruhi oleh sejarah relasional, sifat 

dasar interaksi, frekuensi perubahan, dan pertukaran informasi; (i) 

organisasi hubungan publik dapat dikategorikan menjadi tipe personal, 

professional, komunitas, atau behavioral (dorongan program); (j) 

membangun hubungan dapat digunakan dalam semua aspek penelitian 

dan praktik public relations (Ardianto, 2011:119-120). 
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5. Public Relations/Humas (Hubungan Masyarakat) 

a. Pengertian Public Relations atau Humas 

Kehadiran seorang public relations atau humas dalam suatu 

instansi sangatlah penting, karena kehadirannya bisa memberikan 

dampak yang baik bagi instansi. Seorang PR atau humas akan 

melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan kehumasan, 

karena PR atau humas itu terdiri dari semua bentuk komunikasi 

yang akan menghubungkan antar instansi dengan semua kontak 

yang terjalin dengan instansi.  

Humas atau public relations memiliki beberapa pengertian, 

salah satunya adalah seperti yang dikemukakan oleh Frank Jefkins 

dalam bukunya yang berjudul Public Relations. Dia mengatakan 

bahwa humas adalah adalah semua bentuk komunikasi yang 

terencana, baik itu ke dalam maupun keluar, antara suatu 

organisasi dengan semua khlayaknya dalam rangka mencapai 

tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian 

(Jefkins, 2004: 10). 

Jadi dengan kata lain public relations bisa dikatakan sebagai 

penghubung atau jembatan antara pihak di luar perusahaan dengan 

pihak yang berada di dalam perusahaan. Sebagai sebuah 

penghubung maka seorang public relations membutuhkan 

komunikasi untuk menjalin hubungan.  
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b. Fungsi Public Relations 

Seorang humas atau public relations dalam sebuah perusahaan 

atau organisasi memiliki fungsi dalam pekerjaannya. Menurut 

Nova dalam bukunya yang berjudul crisis public relations 

mengungkapkan bahwa, fungsi utama public relations adalah 

menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antar lembaga 

(organisasi) dengan publiknya, internal maupun eksternal dalam 

rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan 

partisipasi publik dalam upaya menciptakan iklim pendapat (opini 

publik) yang menguntungkan lembaga organisasi (Nova, 2009: 

38). 

Untuk membina hubungan baik antara perusahaan dengan 

publiknya, public relations akan menggunakan komunikasi dua 

arah. Humas menggunakan komunikasi dua arah ini agar humas 

mengetahui apa yang diinginkan oleh perusahaan dan apa yang 

diinginkan oleh publiknya. Hal ini diciptakan agar tercipta 

perasaan saling pengertian antara organisasi dan publiknya.  

 

c. Strategi Public Relations 

Seorang public relations atau humas dalam melakukan 

pekerjaannya harus pintar berkomunikasi dengan baik dan benar. 

Dengan komunikasi yang baik dan benar ini akan mengurangi miss 

communication antara organisasi dan publiknya. Oleh karena itu 
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organisasi harus memiliki strategi yang tepat. Seperti yang 

dikemukakan oleh Firsan Nova dalam bukunya yang berjudul 

Crisis Public Relations, bahwa strategi public relations antara lain: 

1) Publications (publikasi) adalah cara PR dalam menyebarkan 

informasi, gagasan, atau ide kepada khalayaknya. 

2) Event (acara) adalah setiap bentuk kegaiatan yang dilakukan 

oleh PR dalam proses penyebaran informasi kepada 

khalayak. Contoh: CSR, seminar, kampanye PR, dll. 

3) News (pesan/berita) adalah informasi yang dikomunikasikan 

kepada khalayak yang dapat disampaikan secara langsung 

maupun tidak langsung.  

4) Corporate Identity (Citra Perusahaan) adalah cara pandang 

khalayak kepada suatu perusahaan terhadap segala aktivitas 

usaha yang dilakukan. 

5) Community Involvement (hubungan dengan khalayak) adalah 

sebuah relasi yang dibangun dengan khalayak (stakeholder, 

media, masyarakat di sekitar perusahaan, dll). 

6) Lobbying and Negotiation (teknik lobi dan negosiasi) adalah 

sebuah rencana baik jangka panjang maupun jangka pendek 

yang dibuat oleh PR dalam rangka penyusunan budget yang 

dibutuhkan. 
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7) Social Responsibility. 

Corporate Social Responsibility (CSR), merupakan wacana 

yang digunakan oleh perusahaan dalam rangka mengambil 

peran untuk secara bersama melaksanakan aktivitasnya dalam 

rangka mensejahterakan msyarakat disekitarnya (Nova, 2009: 

41-43) 

 

d. Sasaran Kegiatan Public Relations  

Dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh humas pasti 

memiliki sasaran yang ingin dicapai. Setiap organisasi pasti 

menginginkan mencapai sasaran yang positif melalui kegiatan 

yang telah dilakukan. Menurut Fayol dalam Nova, dia 

mengungkapkan beberapa sasaran kegiatan public relations adalah 

sebagai berikut:  

1) Membangun identitas dan citra perusahaan (building corporate 

identity and image), menciptakan identitas dan citra perusahaan 

yang positif serta mendukung kegiatan komunikasi timbal balik 

dua arah dengan berbagai pihak. 

2) Menghadapi krisis (facing of crisis), menangani keluhan 

(complaint) dan menghadapi krisis yang terjadi dengan 

membentuk manajemen krisis dan public relations recovery of 

image yang bertugas memperbaiki lost of image and damage.  
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3) Mempromosikan aspek kemasyarakatan (promotion public 

causes), mempromosikan hal-hal yang menyangkut kepentingan 

publik serta mendukung kegiatan kampanye sosial, seperti anti 

merokok dan menghindari obat-obatan terlarang (Nova, 2009: 

43-44). 

 

6. Manajemen Krisis dalam Perusahaan 

a. Definisi Krisis 

Setiap instansi atau organisasi dalam menjalankan usahanya 

tidak akan pernah terus-terusan berada di jalan yang lurus. Suatu 

saat instansi atau organisasi akan mengalami sebuah masalah atau 

yang biasa disebut dengan krisis. Bagi sebuah instansi atau 

organisasi krisis bagaikan seperti badai yang datang menerpa 

dengan cara tiba-tiba. Saat krisis datang sebaiknya instansi atau 

perusahaan tidak menganggap bahwa krisis itu sebuah petaka, 

melainkan krisis harus dianggap sebagai momentum untuk 

melakukan perbaikan.  

Kata krisis berasal dari bahasa Yunani “krisis”, yang memiliki 

arti “keputusan”. Setiap instansi atau organisasi dimungkinkan 

akan mengalami krisis dalam operasionalnya sehari-hari. Krisis 

yang terjadi harus di manage dengan baik karena jika tidak di 

manage dengan baik krisis ini akan mempengaruhi citra dari 

instansi atau organisasi. Dalam keadaan krisis instansi harus 
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mengambil keputusan apa yang akan dilakukan, bergerak ke kiri, 

atau bergerak ke kanan, ke bawah atau ke atas, bertarung, atau 

melarikan diri.  

G Harison dalam Kriyantono memberikan definisi sebagai 

berikut: 

“A crisis is a critical period following an event that might 

negatively affect an organization in which decisions have to be 

made that will affect the bottom line of an organization. It is a time 

of exploration requiring rapid processing of information and 

decisive action to attempt to minimize harm to the organization 

and to make the most of a potentially damaging situation” ( Krisis 

merupakan suatu masa yang kritis berkaitan dengan suatu peristiwa 

yang kemungkinan pengaruhnya negatif terhadap organisasi. 

Karena itu, keputusan cepat dan tepat perlu dilakukan agar tidak 

mempengaruhi keseluruhan operasional organisasi. Pengambilan 

keputusan pasti memerlukan pemrosesan informasi langkah berani 

untuk meminimalkan akibat yang tidak diinginkan. Sebuah krisis 

cenderung menjadi sebuah situasi yang menghasilkan efek negatif 

yang mempengaruhi organisasi dan publiknya, produknya, dan 

reputasinya (Kriyantono, 2012: 173-174). 

 

 

b. Anatomi Krisis 

Sama halnya dengan manusia krisis juga memiliki sebuah 

anatomi. Steven Fink dalam Kasali mengembangkan antomi krisis 

(Kasali, 2008: 227-230). Fink mengidentikkan krisis dengan 

penyakit yang menyerang manusia. Oleh karena itu Fink membagi 

tahapan yang dilalui oleh krisis dengan menggunakan terminologi 

kedokteran yang biasa dipakai untuk melihat stadium suatu krisis 

yang menyerang manusia. Tahap-tahap menurut Fink sebagai 

berikut: 
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1) Tahap Prodromal 

Krisis pada tahap ini sering dilupakan orang karena perusahaan 

atau instansi masih bisa bergerak lincah. Padahal pada tahap ini 

krisis sudah mulai muncul. Tahap prodromal sering disebut pula 

warning stage karena ia memberi sirene tanda bahaya mengenai 

masalah yang harus segera diatasi. Tahap prodromal ini sering 

disebut sebagai tahap sebelum krisis (pre crisis). Tahap 

prodromal biasanya muncul dalam salah satu dari tiga bentuk 

ini: jelas sekali, samar-samar, dan sama sekali tidak kelihatan.  

2) Tahap Akut 

Inilah tahap ketika orang mengatakan “telah terjadi krisis”. 

Meski bukan di sini awal mulanya krisis, orang menganggap 

suatu krisis di mulai dari sini karena gejala yang samar-samar 

atau sama sekali tidak jelas itu mulai kelihatan jelas. Pada 

tahapan ini memiliki waktu yang paling pendek bila 

dibandingkan dengan tahapan yang lain, hal ini dikarenakan bila 

tahapan akut lewat maka krisis akan segera memasuki tahap 

kronis. 

3) Tahap Kronik 

Tahap ini sering juga disebut sebagai the clean up phase atau the 

post mortem. Sering pula tahap ini disebut sebagai tahap 

recovery atau self analysis. Di dalam perusahaan tahap ini 

ditandai dengan perubahan struktural. Mungkin penggantian 
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manajemen, mungkin penggantian pemilik, mungkin masuk 

nama-nama baru sebagai pemilik atau mungkin pula bangkrut 

dan perusahaan dilikuidasi.  

4) Tahap Resolusi (Penyembuhan) 

Tahap ini adalah tahap penyembuhan (pulih kembali) dan tahap 

terakhir dari tahap krisis. Meski bencana besar dianggap sudah 

berlalu, krisis manajer tetap perlu berhati-hati, karena riset 

dalam kasus-kasus krisis menunjukkan bahwa krisis tidak akan 

berhenti begitu saja pada tahap ini.  

Masing-masing tahapan ini saling berhubungan dan 

membentuk sebuah siklus. Kadang-kadang keempat fase ini 

berlangsung begitu singkat seperti seseorang yang terjangkit flu 

ringan yang sembuh setelah cukup beristirahat selama 24 jam. 

Namun ada kalanya orang membutuhkan waktu satu bulan untuk 

menyembuhkan sakit pileknya. Orang lain mungkin akan 

meninggal dunia ketika flu berat menyerangnya disaat kondisi 

yang lemah. Semua gambaran ini analog dengan krisis yang 

menimpa perusahaan atau instansi. Siklus ini mengambarkan 

bahwa krisis yang menimpa sebuah perusahaan akan juga akan 

membentuk siklus. Siklus isu berpola dapat dilhat pada bagan 

berikut: 
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Gambar 2.1  

Siklus Krisis 

 

Sumber: Steven Fink dalam Kasali, Managemen PR (Jakarta: Grafiti, 

2008), hal 226 

Sebagai aktor yang berperan penting dalam upaya mengatasi 

krisis yang timbul dalam perusahaan atau instansi, seorang praktisi 

public relations atau humas akan berupaya mempercepat masa 

turning point dari tahap prodromal ke tahap resolusi.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 

 Siklus yang di kehendaki 

 

Sumber: Steven Fink dalam Kasali, Managemen PR (Jakarta: Grafiti, 

2008), hal 226 

Krisis Prodromal 

Krisis Resolusi Krisis Akut 

Krisis Kronis 

Krisis Prodromal 

Krisis Resolusi 
Krisis Akut 

Krisis Kronik 
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Untuk mengubah siklus 3.1 menjadi siklus 3.2 dibutuhkan 

diagnosis yang mendalam dan tindakan yang cermat. Karena 

kurangnya pengalaman berhadapan langsung dengan publiknya 

dan terlalu sering mendapat perlindungan dari pemerintah, dewasa 

ini sering kita saksikan perusahaan atau instansi besar nasional 

yang mengalami kesulitan ketika harus berhadapan langsung 

dengan krisis.  

 

c. Sinyal Peringatan 

Krisis yang datang menerpa ke sebuah instansi atau perusahaan 

memang datang tiba-tiba tanpa kita duga sebelumnya. Sebetulnya 

tanpa disadari ada sebuah sinyal-sinyal peringatan yang muncul 

sebelum krisis itu terjadi. Karena instansi atau perusahaan tidak 

menyadari adanya sinyal-sinyal ini maka instansi atau perusahaan 

kurang siap saat krisis datang di depan mata.  

 Rhenald Kasali (2008) juga menjelaskan mengenai sinyal 

peringatan yang menyertai ketika krisis terjadi, biasanya sinyal ini 

turut menyertai: 

1) Surprise. Manusia biasanya baru menyadari krisis ini ketika 

media telah memberitakannya secara luas. Dengan kata lain 

krisis ini terjadi dengan tiba-tiba tanpa organisasi atau 

perusahaan sadari sebelumnya.  
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2) Meluasnya isu. Isu timbul karena aktor-aktor yang menangani 

krisis tidak segera mengontrol informasi. Karena terlalu hati-

hati dan kurangnya informasi resmi yang diperoleh, maka 

masyarakat akhirnya menciptakan cerita-cerita sendiri sesuai 

dengan imajinasi mereka.  

3) Eskalasi. Krisis yang terjadi dengan cepat meluas. Dengan 

meluasnya krisis ini semua pihak yang berkaitan dengan 

perusahaan atau organisasi, mulai dari pihak internal dan 

eksternal mulai mengajukan pertanyaan secara bersamaan 

mengenai krisis yang terjadi. Pertanyaan yang biasa diajukan 

adalah: apakah isu yang beredar di masyarakat itu benar?, dll. 

4) Lepas Kendali. Bila perusahaan atau instansi tidak dengan 

segera membentuk suatu pusat pengendali krisis, praktisi public 

relations akan kehilangan kendali. Semua orang sibuk sendiri 

dan tidak ada koordinasi.  

5) Penyelidikan Pihak Luar Meningkat. Pihak luar melakukan 

penyelidikan karena mereka memiki kepentingan terhadap 

perusahaan atau instansi. Mereka butuh kepastian dan perlu 

mengambil langkah-langkah penyesuaian.  

6) Panik. Ini merupakan gejala umum yang selalu terjadi ketika 

krisis atau masalah datang menerpa. Semua panik, jantung 

berdenyut keras, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Ketika 

krisis terjadi dalam sebuah perusahaan atau organisasi, sulit 
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sekali bagi manajemen mengambil langkah-langkah untuk 

mengkomunikasikan apa yang telah terjadi (Kasali, 2008:230). 

 

d. Tahapan Krisis 

Krisis atau masalah yang menerpa ke sebuah organisasi atau 

perusahaan pasti akan berkembang sesuai dengan waktu yang 

berjalan. Seperti halnya dengan manusia krisis pun mengalami 

perkembangan. Krisis memiliki tahap awal hingga tahap akhir. 

Coombs dalam Kriyantono mengungkapkan bahwa secara umum 

krisis berkembang melalui 3 tahap (Kriyantono, 2012:178). 

Tahapan tersebut antara lain:  

1) Pra Krisis (Pre Crisis) 

Pra krisis terjadi ketika situasi serius mulai muncul dan intansi 

menyadarinya. Pada tahapan ini, anggota instansi baik 

manajemen maupun karyawan dimungkinkan telah mengetahui 

tanda-tanda akan terjadinya krisis. Tetapi, jika situasi tersebut 

dibiarkan tanpa mengambil tindakan pencegahan maka dapat 

membuat situasi akan berkembang menjadi krisis yang besar. 

Jika memang krisis tidak dapat di hindari, tetapi instansi telah 

mengantisipasi dari awal maka instansi telah memliki 

perencanaan dalam menghadapi situasi buruk. Pada tahapan 

ini, media massa mulai mencium adanya sesuatu yang tidak 
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beres dan wartawan mulai melakukan investigasi untuk 

memberitahu masyarakat. 

2) Krisis Akut (Acute Crisis) 

Krisis akut terjadi ketika situasi tidak dapat di manajemen 

dengan baik oleh instansi sehingga situasi tersebut menyebar 

luas ke luar instansi. Jalan terbaik yang dilakukan pada tahap 

ini adalah meminimalkan akibat krisis, jangan memuculkan 

korban-korban baru. Prioritasnya adalah menjamin keselamatan 

publik, bukan untuk mencari tahu penyebab krisis.  

3) Pasca Krisis (Post Crisis) 

Terjadi ketika krisis sudah terakumulasi dan instansi berupaya 

mempertahankan citranya atau kehilangan citra tersebut. Pada 

tahap ini instansi berupaya untuk memperbaiki segala akibat 

yang ditimbulkan dari krisis (recovery). Jika manajemen dapat 

mengendalikan krisis, misalnya para korban mendapat 

santunan, produk ditarik kembali, penyebab sudah diketahui, 

maka fase ini juga dapat digunakan untuk refleksi diri agar 

situasi yang sama tidak terulang.   

 

e. Mengelola Krisis (Crisis Management)  

Ketika instansi atau organisasi sedang mengalami krisis maka 

manajemen akan mengupayakan untuk meredam krisis yang 

sedang terjadi. Semua pihak yang bekerja dalam perusahaan atau 
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organisasi akan bersatu untuk membuat perencanaan manajemen 

krisis, agar krisis tidak melebar ke hal-hal yang lain. 

 Upaya perusahaan atau organisasi untuk mengatasi krisis 

disebut sebagai manajemen krisis (crisis management). Devlin 

dalam Kriyantono (2012) mengatakan: 

“Crisis management is special measures taken to solve problems 

caused by a crisis”. Istilah “solve” pada definisi diatas dapat 

diartikan bahwa upaya mengatasi krisis pada dasarnya merupakan 

proses bertahap (step by step) dan melalui rangkaian aktivitas 

(Kriyantono, 2012:180). 

Manajemen krisis yang dibuat oleh perusahaan atau organisasi 

pasti selalu memiliki tujuan. Tujuan dari perusahaan atau 

organisasi membuat manajemen krisis adalah untuk menghentikan 

dampak negatif dari peristiwa atau krisis yang sedang terjadi dalam 

sebuah organisasi atau perusahaan.  

Dalam mengelola manajemen krisis ini organisasi atau 

perusahaan membutuhkan seorang praktisi public relations. Dalam 

masa krisis ini public relations diberikan posisi yang 

memungkinkan public relations atau humas berperan dalam proses 

merumuskan dan mengimplementasikan strategi manajemen krisis 

yang telah dibuat oleh perusahaan atau organisasi. Langkah terbaik 

untuk mengatasi krisis adalah membuat sebuah rencana antisipasi 
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krisis. Antisipasi ini di buat agar isu tidak menyebar luas dan tidak 

membuat hingga menjadi krisis. 

Rhenald Kasali dalam bukunya yang berjudul Managemen 

Public Relations, mengemukakan langkah-langkah yang perlu 

dilakukan dalam mengelola krisis, (Kasali, 2008:231) antara lain:  

1) Identifikasi Krisis 

Untuk dapat mengidentifikasi suatu krisis, praktisi PR perlu 

melakukan penelitian. Bila krisis terjadi dengan cepat 

penelitian harus dilakukan secara informal dan kuat. Hari itu 

tim diterjunkan dan mengumpulkan data, hari itu pula 

kesimpulan harus ditarik. Hal ini hanya dimungkinkan bila 

praktisi PR mempunyai kecakapan dan kepekaan untuk 

mengumpulkan data. Untuk mengidentifikasi krisis, perusahaan 

bisa menghubungi pihak-pihak lain di luar perusahaan seperti 

para ilmuwan di universitas, para akademisi, futurolog atau 

pengamat, dan konsultan.  

2) Analisis Krisis 

Praktisi PR bukan hanya sekedar sebagai petugas 

penerangan yang selalu mengandalkan aksi. Praktisi PR harus 

melakukan analisis atas masukan yang diperoleh. Analisis ini 

adalah “pekerjaan belakang meja” dengan keahlian membaca 

permasalahan. Analisis yang dilakukan mempunyai cakupan 
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yang luas, mulai dari analisis parsial sampai analisis integral 

yang kait mengait.  

3) Isolasi Krisis 

Krisis adalah penyakit. Untuk mencegah krisis menyebar 

luas ia harus diisolasi, dikarantina sebelum tindakan serius 

dilakukan.  

4) Pilihan Strategi 

Sebelum mengambil langkah-langkah komunikasi untuk 

mengendalikan krisis, perusahaan perlu menetapkan strategi 

generik yang akan diambil untuk mengendalikan krisis.  

5) Program Pengendalian 

Program pengendalian adalah langkah penerapan yang 

dilakukan menuju strategi generik yang dirumuskan. Umumnya 

strategi generik dapat dirumuskan jauh-jauh hari sebelum krisis 

timbul, yakni sebagai guidance agar para eksekutif bisa 

mengambil langkah yang pasti. Program pengendalian biasanya 

disusun di lapangan ketika krisis muncul.  

 

7. Public Relations dalam Manajemen Krisis: Mengontrol 

Lingkungan melalui Komunikasi Krisis 

Dalam setiap menjalankan usahanya pasti organisasi atau 

perusahaan akan menemui jalan yang tidak mulus, pasti di tengah 

perjalanan organisasi atau perusahaan akan menemui sebuah krisis. 
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Krisis yang datang menghampiri organisasi atau perusahaan selalu 

datang tiba-tiba seperti petir yang menyambar, datang begitu cepat dan 

tiba-tiba. Terkadang jika krisis mulai datang organisasi atau perusahaan 

belum siap untuk menghadapi krisis yang ada didepan mata. Untuk 

mengatasi krisis ini organisasi atau perusahaan membutuhkan seorang 

public relations, yang bertugas untuk membuat perencanaan antisipasi 

krisis.  

Dalam segala bentuk perencanaan antisipasi krisis yang telah 

dibuat oleh public relations selalu menggunakan komunikasi. 

Komunikasi yang digunakan adalah komunikasi yang terbuka bukan 

komunikasi yang tertutup. Komunikasi yang tertutup dapat 

menyebabkan kesalahan persepsi dan memunculkan isu-isu yang 

meluas dan bersifat negatif bagi instansi. Strategi komunikasi dalam 

krisis biasa disebut dengan komunikasi krisis (crisis communication), 

yang merupakan bagian dari strategi manajemen krisis.  

Disini public relations berperan sebagai aktivitas fungsi 

manajemen komunikasi. Sebuah krisis bisa mencakup kekurangan dan 

ketidakpastian informasi. Public relations menyarankan untuk 

menerapkan strategi komunikasi yang memungkinkan instansi 

beradaptasi dengan situasi di lingkungannya. Salah satu upaya yang 

dilakukan public relations adalah menyediakan informasi secara 

regular, dimana informasi dapat diakses setiap saat oleh media massa.  
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Dalam melaksanakan strategi manajemen krisis public relations 

harus berorientasi kepada keselamatan publik. Kriyantono dalam 

bukunya yang berjudul  public relations & crisis management (2012) 

mengemukakan strategi komunikasi krisis dapat dirancang: 

a. Mengurangi resiko muncul kepanikan publik. 

b. Mengurangi kekhawatiran yang dirasakan publik. 

c. Mengurangi spekulasi-spekulasi khususnya di awal-awal 

krisis. Spekulasi yang dibiarkan akan memunculkan rumor 

yang memungkinkan lebih dipercaya, mempengaruhi persepsi, 

dan dianggap sebagai kebenaran. 

d. Melindungi perusahaan dari kritik-kritik spekulasi yang 

biasanya muncul dari diskursus publik di media massa. 

e. Bersifat dapat dipercaya (accountability), keterbukaan 

(disclosure), dan komunikasi berbasis keseimbangan 

kepentingan (symmetrical communication) 

f. Didesain untuk meminimalkan kerusakan pada citra organisasi 

(Kriyantono, 2012:189). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam setiap krisis, komunikasi 

memliki peranan penting atas berhasil atau tidaknya menangani krisis. 

Karena setiap krisis menyebabkan krisis informasi, kegagalan dalam 

menyediakan informasi merupakan awal kegagalan mengontrol krisis. 

Public relations harus “mengontrol lingkungan” di saat krisis maupun 

di saat normal. “Mengontrol lingkungan” di sini memiliki arti 
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membangun citra instansi dalam pikiran publik, supplier, dan aparat 

pemerintah. Strategi komunikasi yang digunakan oleh public relations 

harus disesuaikan dengan tahapan krisis. Karena komunikasi krisis 

merupakan strategi mengkomunikasikan apa yang ingin dikatakan, apa 

yang ingin dilakukan, dan apa yang sudah dilakukan instansi dalam 

merespon krisis. 
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G. Kerangka Pemikiran 
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           Gambar 3 

         Kerangka Pemikiran 

 

Gambar ini menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak yang 

merupakan sebuah lembaga resmi milik negara yang bertugas untuk 

menangani perpajakan di Indonesia. Namun pada tahun 2010 lembaga 

Lembaga yg bertugas 

menangani perpajakan 

di Indonesaia 

Adanya kasus korupsi 

yang dilakukan oleh 

Gayus Tambunan 

Kanwil Direktorat 

Jenderal Pajak Jawa 

Tengah II Surakarta 

Bidang P2 Humas 

Kepercayaan 

wajib pajak 

menurun 

Manajemen Krisis: 

- Identifikasi krisis 

- Analisis krisis 

- Isolasi krisis 

- Pilihan strategi 

- Program 

pengendalian 

Krisis pajak 

Direktorat Jenderal 

Pajak 
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ini terkena kasus bahwa pegawai pajak melakukan korupsi dalam 

jumlah yang besar, pegawai tersebut adalah Gayus Tambunan. Kasus 

ini memberikan dampak pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa 

Tengah II, dampak yang diberikan dari kasus ini ini adalah kepercayaan 

dari wajib pajak mulai menurun. Kepercayaan yang menurun ini 

membuat krisis pada kantor pajak. Dengan adanya krisis ini sudah 

menjadi tugas seorang bidang P2 humas untuk melakukan manajemen 

krisis. Manajemen krisis yang harus dilakukan oleh humas memiliki 

elemen sebagai berikut identifikasi krisis, analisis krisis, isolasi krisis, 

pilihan strategi, dan program pengendalian.  

 

H. Metodologi Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kantor Wilayah Direktorat 

Jenderal Pajak Jawa Tengah II yang beralamat di Jalan MT. Haryono 

No. 5, Manahan, Surakarta 57139.  

Peneliti mengambil tempat penelitian di Kanwil Direktorat Jenderal 

Pajak Jateng II yang berada di kota Surakarta dibandingkan dengan 

Direktorat Jenderal Pajak kantor pusat di Jakarta, dikarenakan Kanwil 

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II memiliki banyak kegiatan 

yang dilakukan sebagai salah satu cara untuk menangani krisis. 

Sedangkan di kantor pusat hanya melakukan talk show sebagai cara 

untuk menangani krisis.  
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2. Waktu dan Tempat penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan di kota Surakarta. Peneliti melakukan 

penelitian dimulai pada bulan April 2013. 

 

3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif 

dimana data merupakan kata-kata. Menurut Moleong dalam bukunya 

yang berjudul metodologi penelitian kualitatif (Moleong, 2011: 6), dia 

mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan 

lain sebagainya. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

Dalam penelitian ini juga menggunakan metode penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang mendeskripsikan atau 

menggambarkan sebuah fenomena dan fakta secara mendalam. 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena peneliti hanya 

ingin menggambarkan mengenai perencanaan manajemen krisis P2 

humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dalam upaya 

mengembalikan kepercayaan masyarakat tahun 2010. 

Pada penelitian ini peneliti memilih menggunakan metode 

penelitian kualitatif dibandingkan menggunakan penelitian kuantitatif. 
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Dalam penelitian ini metode yang digunakan lebih cocok menggunakan 

metode penelitian kualitatif. Hal ini dikarenakan dengan metode 

penelitian kualitatif peneliti terjun langsung ke lapangan sehingga 

penelitian ini bersifat subjektif. 

a. Sumber Data 

Dalam penelitian deskriptif jenis data yang dilakukan meliputi 

dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.  

1. Data Primer 

Merupakan data-data yang dicari atau diteliti seputar 

masalah penelitian yang langsung didapat dari objek, dalam hal 

ini data didapatkan melalui sumber dengan cara wawancara 

secara langsung. Peneliti memilih informan yang dianggap 

tahu, mengetahui masalah, dan dapat dipercaya untuk menjadi 

sumber data sehingga peneliti mendapatkan informasi-

informasi yang sesuai dengan tema penelitian yang akan diteliti 

oleh peneliti. Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai 

Kepala bidang P2 Humas, Kasi hubungan masyarakat, dan Kasi 

bidang pelayanan. 

2. Data sekunder 

Merupakan data-data yang diperoleh melalui refrensi (studi 

pustaka), yang digunakan untuk melengkapi penelitian. Data 

ini didapatkan melalui studi dokumentasi berupa catatan-

catatan, arsip-arsip mengenai kasus korupsi Gayus Tambunan 
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yang telah dibuat oleh humas. Refrensi juga didapatkan dari 

buku-buku, skripsi, maupun internet.  

 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan antara 

lain : 

a. Dokumentasi  

Menurut Herdiansyah studi dokumentasi adalah salah satu 

metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau 

menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri 

atau oleh orang lain tentang subjek (Herdiansyah, 2010: 143). Studi 

dokumentasi ini digunakan peneliti untuk mendapatkan gambaran 

dari sudut pandang subjeknya melalui sebuah media tertulis.  

Dalam hal ini peneliti melakukan dokumentasi dengan cara 

melihat dan membaca mengenai arsip-arsip pemberitaan Direktorat 

Jenderal Pajak yang sudah di buat oleh bidang P2 Humas. 

b. Wawancara 

Wawancara menurut Moleong adalah percakapan dengan 

maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh 2 pihak yaitu 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut (Moleong, 2011:186). 

Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai Basuki Rachkmat 

selaku Kepala bidang P2 Humas, Widy Apidiyanto selaku Kasi 
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Hubungan Masyarakat, dan Pemilu Purnomo selaku Kasi Bidang  

Pelayanan. 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik 

wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara semi 

terstuktur. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka, namun 

ada batasan tema dan alur pembicaraan. Peneliti mengajukan 

wawancara dengan pertanyaan terbuka yang berarti bahwa jawaban 

yang diberikan oleh narasumber tidak dibatasi, sehingga narasumber 

dapat lebih bebas mengemukakan jawaban apapun sepanjang tidak 

keluar dari konteks pembicaraan  (Herdiansyah, 2010:124-125).  

c. Observasi 

Observasi adalah sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan 

mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu 

tujuan tertentu. Hal ini dikemukakan oleh Cartwright & Cartwright 

dalam Herdiansyah (Herdiansyah, 2010: 131).  

Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan oleh peneliti 

adalah dengan cara mendatangi langsung bidang P2 humas Kanwil 

Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, dan peneliti ikut terjun 

langsung ke lapangan saat bidang P2 Humas melaksanakan kegiatan 

di luar kantor. 
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5. Teknik Penentuan Informan 

Dalam usaha untuk mendapatkan data yang valid untuk penelitian 

ini, peneliti sangat bergantung pada sampel yang tepat dan sesuai 

dengan yang diharapkan oleh peneliti. Sampel yang tepat ini sangat 

dipengaruhi oleh teknik pemilihan sampel (sampling) yang tepat dari 

teknik sampling yang ada. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan purposive sampling 

(sampel purposif) (Ruslan, 2003:156). Peneliti memilih pengambilan 

teknik purposive sampling (sampel purposif). Dalam teknik purposive  

sampling ini peneliti telah memilih narasumber-nasumber dan lokasi 

penelitian dengan tujuan agar peneliti mempelajari atau memahami 

suatu permasalahan pokok yang akan di teliti. Dalam pengambilan 

sampel ini peneliti memilih narasumber yang dianggap mempunyai 

sangkut pautnya dengan judul penelitian yang diteliti oleh peneliti. 

Dalam penelitian ini peneliti telah memilih tiga orang narasumber yang 

berasal dari bidang P2 humas Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa 

Tengah II, yaitu Basuki Rachkmat selaku Kepala bidang P2 humas, 

Widy Apidiyanto selaku Kepala seksi hubungan masyarakat, dan 

Pemilu Purnomo selaku Kepala seksi bidang pelayanan. 

 

6. Validitas Data 

Data yang telah berhasil digali oleh peneliti, dikumpulkan dan 

dicatat dalam kegiatan penelitian harus diusahakan kebenarannya. 
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Dalam menggunakan teknik pemeriksaan validitas data ini, harus 

memanfaatkan sesuatu di luar data tersebut.  

Triangulasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

triangulasi data, karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data yang lebih dari satu. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan teknik wawancara ditambah observasi dan ditambah pula 

dengan dokumentasi. Selain menggunakan triangulasi data peneliti juga 

menggunakan triangulasi teori. Dalam hal ini peneliti menggunakan 

lebih dari satu teori atau beberapa perspektif yang menggambarkan 

sejumlah data.  

 

7. Teknik Analisis Data 

Hasil penelitian yang dihasilkan harus melalui proses analisis data 

terlebih dahulu agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. 

Dalam penelitian proses analisis data sudah dimulai sejak data 

dikumpulkan. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dibaca, 

diatur, diurutkan, dan dikelompokkan berdasarkan jenisnya yang 

kemudian akan diedit.   

Creswell dalam Herdiansyah (2010) menyebutkan beberapa tahapan 

proses analisis data, antara lain: 

a. Open Coding 

Koentjoro dalam Herdiansyah (2010) mengungkapkan bahwa 

open coding berisi kegiatan memberi nama, mengkategorisasikan 
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fenomena yang akan diteliti melalui proses penelaahan yang diteliti 

dan dilakukan secara teliti serta mendetail dengan tujuan untuk 

menemukan kategorisasi fenomena.  

Dalam open coding, peneliti akan menyusun informasi mengenai 

inisial kategori mengenai fenomena yang akan diteliti dengan 

melakukan pemisahan informasi. Dalam setiap kategori, peneliti 

akan mencari dan menemukan beberapa sub-sub kategori dan 

memilah data untuk digolongkan kedalam kelompok-kelompok.  

Hasil akhir dari open coding akan didapatkan kategori-kategori 

umum (tema = pola umum) yang mampu menggambarkan sebanyak 

mungkin gejala atau fenomena yang diteliti.  

b. Axial Coding 

Koentjoro dalam Herdiansyah (2010) mengungkapkan bahwa, 

axial coding merupakan prosedur yang diarahkan untuk melihat 

keterkaitan antara kategori-kategori yang telah dihasilkan melalui 

open coding.  

Dalam axial coding, peneliti akan menyusun dan mengaitkan 

data setelah proses open coding dilakukan. Susunan data ini 

ditampilkan dengan menggunakan paradigma coding atau diagram 

logika yang diidentifikasikan oleh peneliti sebagai central 

phenomenom, mencari hubungan sebab akibat, menspesifikasikan 

strategi-strategi mengidentifikasikan konteks dan kondisi yang 
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memperkeruh, dan mengurangi konsekuensi-konsekuensi dari 

fenomena yang diteliti.   

c. Selective Coding 

Koentjoro dalam Herdiansyah (2010) mngungkapkan bahwa, 

selective coding merupakan satu proses yang dilakukan untuk 

menyeleksi kategori pokok, yang kemudian secara sistematis 

menghubungkannya kepada kategori-kategori yang lainnya.  

Dalam tahapan ini peneliti akan melakukan identifikasi terhadap 

alur cerita dan menuliskan cerita yang bekaitan dengan kategori-

kategori dalam model axial coding. Dalam tahap ini, dugaan atau 

hipotesis akan dipresentasikan secara spesifik.  

Proses secara langsung dalam tahapan ini akan memvalidasi 

keterkaitan antara kategori-kategori yang telah berhasil 

diidentifikasi. Hasil identifikasi ini akan jelaskan dalam satu cerita 

atau narasi. Narasi ini diarahkan untuk menggambarkan dan 

menjelaskan fenomena utama yang menjadi fokus penelitian peneliti.  

Selain Creswell, Miles & Huberman dalam Herdiansyah (2010) 

juga mengungkapkan analisis data model interaktif. Model teknik 

analisis data yang dikemukakan oleh Miles & Huberman yang paling 

mudah dipahami, teknik analisis ini terdiri dari empat tahap yaitu 

tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap display data, dan 

tahap kesimpulan atau verifikasi. Agar lebih jelas tahapan analisis ini 

ditampilkan dalam sebuah gambar sebagai berikut: 
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              Gambar 4 

                Model Interaktif Menurut Miles & Huberman 

 

Sumber:  Miles & Huberman dalam Herdiansyah, Metodologi Penelitian 

Kualitatif (Jakarta, Salemba Humanika) hal 164 

Teknik analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles & 

Huberman terdiri atas empat tahapan yang harus dilakukan. Tahapan tersebut 

antara lain: 

a. Tahap Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat 

penelitian, dan bahkan diakhir penelitian. Pengumpulan data dilakukan 

dengan melakukan wawancara terhadap informan yang telah ditentukan 

oleh peneliti. Selain wawancara juga menggunakan observasi dan 

dokumentasi. Dan juga didukung dengan data sekunder yang telah 

dikemukakan di atas.  

Pengumpulan 

Data 

Reduksi 

Data 

Display 

Data 

Kesimpulan/ 

Verifikasi 
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b. Tahap Reduksi Data 

Inti dari reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman 

segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (script) 

yang akan dianalisis. Hasil dari wawancara, hasil dari observasi, dan hasil 

dari dokumentasi diubah menjadi tulisan (script) sesuai dengan format 

masing-masing.  

c. Tahap Display Data 

Display data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam ke 

dalam bentuk tulisan, dan sudah memiliki alur tema yang jelas (sudah 

disusun alurnya dalam tabel akumulasi tema) ke dalam suatu matriks 

kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan di 

kategorikan. Serta memecahkan tema-tema ke dalam bentuk yang 

sederhana yang disebut dengan subtema, dan diakhiri dengan memberikan 

kode (coding) dari subtema tesebut sesuai dengan verbatim wawancara 

yang telah dilakukan.  

d. Tahap Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Dari data yang telah disusun maka tahap akhir adalah melakukan 

penarikan kesimpulan. Dari tahap pengumpulan data hingga tahap 

penarikan kesimpulan merupakan alur analisis yang terkait satu sama lain. 

Peneliti melakukan kesemua tahap ini sebagai wujud dari proses siklus 

interaksi.  

 


